
BUPATI NGAWI 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR i.O, TAHUN 2014 

TENTANG 

.~ 
", ,;, PENCABUTAN PERATVRAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA 
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475), maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sjpil (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 
2010 Nomor 10) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu 
dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 



,.., - 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 197 4 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3474); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 3685); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5216); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5234); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tenteng Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Catatan Sipil; 

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 

18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 119); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam 
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 201 0 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 
Nomor 08); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 
dan 

BUPATI NGAWI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA CETAK KARTU 
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi. 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal i; 91¥11Qol,g 2014\ 

j BUP. TI NGAWI,f 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal ?,O ~ w\~ 

SEKRETARIS DAE~ KABUPATEN NGAWI, 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR t(p 


